
WALIKOTA PAYAIfl'MBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAIT WALIKOTA PAYAKT'UBUH
IrouoR: 14 TAHUN 2Ol9

TEITTAITG
PEIIETAPAIT STAITDAR BIAYA XIIUSUS DINAS KOUUNIXAAI DAN

IIYFORMATIKA KOTA PAYAI('UBUH

DEITGAIT RAHMAT TUHAN YANG UAIIA ESA

WALIKOTA PAYAKUUBUH,

Menimbang a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2OO6 tentang Pedoman pengelolaan Keuaagan

Daera-h, maka untuk membantu penyusunan

€mggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar
pengukuran kinery'a keuangan untuk pencapaian

prestasi ke{a di Lingkungan pemerintah Kota

Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;

b. bahwa untuk kelanca-ran tugas Dinas Komunikasi dan

Informatika da.lam hat tidak diatur dalam Standar

Biaya Umum maka diperlukan adanya Standar Biaya

Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan

dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.

I



Mengingat l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun l97O

tentang Pelaksanan Pemerintah Kotamadya Solok dan
Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor l9);
2. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g43)

sebagaimsla telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Undang-Undang

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talun 2OO5 tentang

Pengelolaaa Keuangan Daeral (f,embaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2O12 tentang

Penyelenggaraaa Sistim dan Transaksi Elektronik

(Lembaral Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan

kmbaran Negara Nomor 5348);



7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Baralg/Jasa Pemerintah (Lembaran Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

2O18 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 182);

9. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana yang telah beberapa kali diubah teralhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 20ll tentang Perubahan kedua atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangaa Daerah;

lO. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 4 L / Per / M.Kominfo / I I / 2OOZ

tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi
Dan Komunikasi Nasional;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 26lPER/M.KOMINFO

/5/2OO7 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan
Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

I 6/ PER/ M. KOMINFO/ I O/ 2O I 0 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor.

26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan

Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis

Protokol Internet;

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun

2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Payakumbuh (lembaran Pengelolaan

Keunagan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O1O

Nomor O3);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan darr Susunan Perangkat

Daerah (kmbaran Daerah Kota Paya-kumbuh Tahun

2O16 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerai Kota

Payakumbuh Nomor 25);



15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun

2018 tentalg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);

16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun
2018 tentang Penjabaran Angga-ran pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Payal<umbuh Tahun Anggaran

2019 (Berita Daerah Kota payakumbuh Tahun 20lg
Nomor 111);

MEMUTUSI(AIT:

Menetapkan PERATURAIT WALIKOTA PAYAKI'UBUH TEIITANG
PEI{ETAJPAN STIIIYI'AR BIAYA KHUSUS DINAS
KOUUMI(ASI daa II{FORTATIXA KOTA pAyAIfiTMBUH

BAB I
I( TEITTUAIT UMUU

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adaiah walikota dan perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Daerah.

3. Kepa-la Daerah adalah Walikota Payakumbuh.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota payakumbuh.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota payakumbuh.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD adalah perangkat

Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku pengguna Anggaran/ pengguna

Barang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah yang selaajutnya disingkat

APBD Kota Payakumbuh.

BAB II
STAITDAR BIAYA XIIUSUS

Pa.al 2
(1) Dalam pelalsanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2O19 Dinas

Komunikasi dan Informatika ber^oedoman kepada Standar Biava Khusus

sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.



(2) Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau

tertinggi, dimana Perangkat Daerah dapat menggunakan belanja yang

lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.

BAB III
KETENTUAIT PEIYUTUP

Paral 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal t9 -{tbruort ,o\9

V(,**'*"'A PAYAKUMBUH,

ffi
.L RIZA FALEPI

Diundangkan di payakumbuh

Pada tanggal tg ltbruart ,o\g

PJ. SEKREf,ARTS DAERATI KOTA PAYAr(UUBUH

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR..,I3



hnptren
Nomor
Tanggal
Tentang

: Pcartnnl Vdllote PrYrtuDbuh

;,r'M,i::!'.,;
: Penctapan Standar Biaya Ktrusus

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

KODE
RIXTIIITG

URAIAIT SATUAIT HARGA SATUAI{ KET

Bclanja Jasa Tenaga IT

a. Honorarium Dokumentator Programing

Pengembangan Aplikasi S1 Komputer

b. Honorarium Programmer dan SysAdmin

51 Komputer

c. Honorarium Programmer dan SysAdmin

D3 Komputer

OB

OB

OB

Rp.3.OOO.OOO,-

Rp.3.750.OO0,-

Rp.3.25O.O0O,-

l.o2.to.t.o2.
to.ol.l9.o3.
5.2.2.03.55

Belanja Jasa Tenaga IT

a. BelanjaJasa Tenaga Ahli lnfrastruktur

Jaringan lnternet Kota

b. BelanjaJasa Tenaga Ahli Pemanjat

Tower Jaringan

OB

OB

Rp.3.25O.OO0,-

Rp.3.250.000,-

t.o2.to.r.o2.

lo.or.19.09.

5.2.2.O3.55

Belanja Jasa Tenaga IT

a. Belanjajasa Tenaga Ahli Design Grafis

D3

OB Rp.3.250.ooo,-

WALIKOTA PAYAKUMBUH

ffi
RIZA FALEPI

t.o2.to.7.o2.

1o.01.19.o2.

5.2.2.03.55


